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RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

i as

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan
dokumen yang secara subtansial penerjemahan dari visi,
misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis instansi sesuai arahan
operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 142 avat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentange o
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluas
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja Perangkat
Daerah ditetapkana oleh Bupati setelah Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pcraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Dacrah Tabun
2019; *

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 14;



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Bérita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 32);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017 Nomor 18 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun
2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor
26 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2016 Nomor 9);
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11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN 20109.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta

perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur.

S. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, vang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen percncanaan
pembangunan Kabupaten Cianjur untuk periode 5 (lima)
tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya
disebut  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

I

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
terdiri atas:

pendahuluan;

evaluasi dan sasaran Perangkat Daerah;

tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

rencana kerja dan pendanaan Perangkat Dacrah;

penutup.
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(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I[1I
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 3

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI CIANJUR,
ttd.

[RVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
~~pada tanggal 2 Agustus 2018

~“"SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
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ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 70



